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A. Konsonan Tunggal

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

No

Huruf
Arab

Nama

|

Keterangan

. dilambangkang

10 ‘

gEm " \ [

12 o sa’ s -

13 8™ syin sy -

14 ol sad S es dengan titik di bawah
15 Ul dad d de dengan titik di bawah




16 ta’ t te dengan titik di bawah

b: b

17 za z zet dengan titik di bawah

18 ain koma terbalik di atas

o+ (o

19 gain g -

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

masuk tanda Syaddah, di

1. Transliterasi Ta t, fathah, kasrah, dan

dhammah, maka

Contoh: &l 383 . Zukat al-Fifri atau Zakah al-Fitri
2. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: sgi Talhah

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu

terpisah maka Ta’ Marbufah itu ditransliterasikan dengan “h”

Vi



Contoh: Z\:\%S‘ MJJ Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap

menjadi bahasa Indonesia
a"‘-‘% : ditulis Jama ‘ah
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

A dand - ditulis Ni ‘matul.

sia, terdiri dari vokal

Fathah

Kasrah

Dammah

erupa gabungan antara

rikut:
No | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
1 ‘_5-’ Fathah dan ya’ ai adani
2 g Fathah dan waw au adanu

Contoh:

vii



S Kaifa J : Haula

E. Vocal Panjang (Maddah)
Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf

transliterasinya sebagai berikut:

No Tanda Nama Latin Nama

Vokal
1 ) Fathah da

a a bergaris atas

a bergaris atas

bergaris atas

garis atas

Apostrof

welis

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukharty dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

4. Billah ‘azza wa jalla

5. lJika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

OV A« ditulis al-Quran

viil



6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah
yang mengikutinya
a-’é..-‘-m : ditulis as-Sayyi ‘ah
H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang

sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

ah dan huruf

sistem tulisan Arab ti uruf kapital,

erasi ini /disamakan

AN sl
gf"m‘ @M‘-“ s al-Sab ‘u al-Masani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada

huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.
Contoh:

X



Alia J*é-‘ : Nasrun minallahi
L’-.."‘?J";g‘ A . Lillahi al-Amr Jami‘a
K. Huruf Hamzah
Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau
apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak

di depan kata, maka Hamzah hanygditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

) psle slial
L. Penulisan Kata
, isim atau huruf,
a dengan huruf
Arab su i ruf Arab atau

an, maka dalam tr i nulisan kata

ga dengan kata lain yan

I CJU s wa innallaha
n Frase dan Kalimat
ata, atau

unyi atau pengucapann m rangkaian tersebut

: ditulis syaikh al-Isla
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ABSTRAK

Astuti, Fitria Widya. 2024. Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Nelayan
Dalam Mendapatkan Kartu Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan (KUSUKA) di
Wilayah Pesisir Kabupaten Pemalang. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing : Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H..

Penelitian ini membahas dugaan diskriminasi terhadap perempuan nelayan
di Desa Mojo dan Desa Ketapang, atan Ulujami, Kabupaten Pemalang,
dalam memperoleh Kartu KUS merupakan akses penting bagi
kesejahteraan nelayan. Meski berperan signifikan dalam
pengolahan dan penjualan sering tidak diakui secara
resmi sebagai "nelayan" yang menempatkan laki-
laki sebagai aktor
memperoleh KUS
nelayan yang ing kali kurang
terinformasi d s gender dan
hambatan st i i, sehingga
menghalangi n dalam mempero onal mereka.
Penelitian in metode penelitian h Sumber data
primer dalam hasil wawancara yang peneliti pada
nelayan di dan.Desa.Mojo. Kec i Kabupaten
Pemalang, d sekunder adalah dok , buku-buku,
majalah ilmi ian, dan lain-lain. Te n data dalam
penelitian ini observasi, wawancar tasi. Tujuan
penelitian ini engetahui pemenuhan h
nelayan dala Kartu KUSUKA di
Pemalang, ngetahui ' akibat huk
konstitusional perempu elayan dalam menda
Pemalang. Berdasarkan hagi
titusional perempua
Kartu KUSUKA di wila isir Kabupaten P elum terpenuhi dengan
baik karena kurangnya regulasi aturan yang mengatur khusus tentang perempuan
nelayan agar lebih mudah mendapatakan Kartu KUSUKA, terdapat faktor
sterotipe sosial dan ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki. Akibat hukum
yang didapatkan perempuan nelayan setelah ada peraturan tentang Kartu Pelaku
Usaha Perikanan dan Kelautan (KUSUKA) adalah perempuan nelayan saat ini
belum terjamin haknya untuk mendapatkan jaminan resiko, jaminan sosial atau
asuransi nelayan serta bantuan dari pemerintah karena belum mengantongi Kartu
KUSUKA sebagai identitas nelayan.

Kata Kunci : Hak Konstitusional, Perempuan Nelayan, Kartu KUSUKA
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ABSTRAC

Astuti, Fitria Widya. 2024. Fulfillment of Constitutional Rights of Women
Fishermen in Obtaining Fisheries and Marine Business Actor Cards (KUSUKA)
in Coastal Areas of Pemalang Regency. Thesis of Constitutional Law Study
Program Faculty of Sharia K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of
Pekalongan.

Advisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H.,

This study discusses the ination against female fishermen
in Mojo Village and Ketapan istrict, Pemalang Regency, in
obtaining the KUSUKA ] nt access for fishermen's
welfare. Although wom igni cessing and selling the

fisheries sector.
essible to men
through male- less informed
and less inv : ] ural barriers
exacerbate t reventing female fis taining their
constitutiona ) udy uses an.empirical method. The
primary dat study is the results
researchers in Ketapang Village
District, Pem and secondary data so
scientific ma h results, and others.
this study are ation, interviews, and d.
this study e the fulfillment of
fisherwomen KUSUKA! Card in th
Regency, an

al rights of
of Pemalang

isherwomen in obtaining a
ased on the results of t.

fisherwomen to ma
stereotype factors and . gal consequences that
fisherwomen get after ] Marine Business Actor
Card (KUSUKA) is that fisherwomen currently have not been guaranteed their
rights to obtain risk guarantees, social security or fisherman insurance and
assistance from the government because they have not pocketed a KUSUKA Card
as a fisherman's identity.

Keywords: Constitutional Rights, Fisherwomen, KUSUKA Card
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Hak Masyarakat pesisir yang diatur oleh hukum bersumber dari hukum

yang tertulis maupun tidak tertulis.Yang tidak tertulis bersumber dari hukum

adat dan yang tertulis bersu ang paling mendasar yang telah
diatur dalam konstitusi i 2. Menurut pasal 27 ayat 2
UUD 1945 meny i k atas pekerjaan dan

negara wajib

jaan yang layak dan

m hal upah yang adil, k

adai. Hak-ini berlaku arga negara,

pesisir yang

tanpa dis i uk bagi perempuan nel

sering kali sulitan dalam mengaks j ng layak dan

mengembangkan
mendapat pendidika seni dan budaya demi
meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia”, Pasal ini
bermakna bahwa negara harus memberikan kesempatan yang sama kepada
semua warga negara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui

pendidikan dan pengembangan keterampilan. Hal ini penting bagi perempuan



nelayan di wilayah pesisir agar mereka memiliki akses yang sama terhadap
pendidikan dan pelatihan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan
kesejahteraan mereka.!

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia pada pasal 38 butir (4) menyatakan bahwa ‘“Setiap orang, baik pria

maupun wanita, dalam melaku jaan yang sepadan dengan martabat

kemanusiaannya berhak uai dengan prestasinya dan
dapat menjamin ke i pasal ini menekankan
ik pria maupun
n gender ini

berarti ba ada diskriminasi dala berdasarkan

jenis kela ia maupun wanita haru mpatan yang

sama untu j mendapatkan pengharg aan mereka.,

keadilan, am pekerjaan, serta per layak untuk

menjamin g sejahtera bagi pekerj ya. Pasal ini

dan Pemberdayaan
pasal 43 yang berbunyi “ Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan
Petambak Garam dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (3).”, dan pasal 44 yang berbunyi “Pemerintah Pusat dan

! Adeleida J.Bonde, “Perlindungan Hukum Bagii Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan
Pertambangan Di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia” Jurnal Vol.11 No.1 : 2014), 37.



Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam” dan di
dalam pasal 45 menyatakan bahwa “Kegiatan pemberdayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan

dalam rumah tangga Nelayan, rumah tangga Pembudi Daya Ikan, dan rumah

tangga Petambak Garam” Pasal i skan bahwa dalam setiap program

atan, pasal ini juga ahwa peran
tangga nelayan, pembu i an petambak
garam ha i iperkuat: Peran.ini men spek, seperti
ekonomi, eberlanjutan

dan keseja

Secara keseluruhan, um untuk memastikan
bahwa perempuan dalam sektor-sektor tersebut tidak diabaikan dalam upaya

pemberdayaan, dan bahwa mereka mendapatkan kesempatan yang adil untuk



berkontribusi dan berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan
kesejahteraan seluruh komunitas pesisir.2

Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha Dan Pelaku Pendukung

Sektor Kelautan Dan Perikanan “Kartu Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan

atau biasa di sebut Kartu KU ah kartu identitas nelayan dalam

ini, nelayan
diakui sec dapat terlibat dalam 1 gkapan ikan
secara leg juga berperan dalam pengawasan
aktivitas an. Pemerintah dapat n mengelola
kegiatan an melalui pendataan n kartu ini,
sehingga penangkapan ilegal da arian sumber
emiliki Kartu  Nelayan, se

tertentu, seperti

Z Anjani Renatha Inna, “Perlindungan terhadap hak-hak perempuan nelayan dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2016 dikaitkan dengan prinsip non diskriminasi sebagai perwujudan hak
asasi manusia“, Skripsi (Parahyangan: Universitas Katolik Parahyangan, 2019), 9.



mengurus bidang kelautan dan perikanan, yang berarti bahwa pengelolaan dan

penerbitan kartu ini disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan lokal.?
Menjadi perempuan nelayan di Indonesia sama saja menjadi perempuan

tanpa pengakuan. Profesi ini membawa beban yang sangat berat tanpa ada

jaminan kehidupan yang jelas. Kondisi ini dialami oleh semua perempuan

nelayan di seluruh Indonesia, i Desa Ketapang dan Desa Mojo

1, Kabupaten

dalam

pengertian

resmi kar i i laki-laki dan

an bias gender yang
menganggap peran mereka kurang penting di sektor perikanan juga

mempersulit akses mereka terhadap KUSUKA, menciptakan kendala struktural

® Devina Ayu Dayang Ruby,Retno Saraswati “Tinjauan Perspektif Hukum Mengenai
Efektifitas Pemberian Kartu Nelayan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan”, Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia , .3 No.3, (2021): 385-386.

* Hasil wawancara dengan kepala TPI Desa Mojo dan kepala TPI Desa Ketapang, Pada hari
selasa tanggal 1 Oktober 2024. Pukul 11.30 WIB.



dalam pengakuan dan akses mereka terhadap hak-hak konstitusional.
Perempuan nelayan juga memastikan bahwa nelayan laki-laki dapat melaut
dengan tenang dan aman, sambil mereka menjalankan pekerjaan domestik,
mengasuh anak, dan melahirkan generasi nelayan selanjutnya.5 Itulah sebabnya

perempuan nelayan di Desa Ketapang dan Desa Mojo Kecamatan Ulujami

Kabupaten Pemalang tidak kses untuk mendapatkan Kartu

seharusnya diakui secara

MPUAN NELAYA
A PERIKANAN.DAN
UPATEN PEMALAN
B. Rumusan

1. Menga

saha Perikanan dan

Kelautan (KUSUKA) di wilayah pesisir Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

*Novita Wulandar dkk .”Analisis gender peran perempuan pesisir pada ketahanan keluarga
didesa pugerkulon Kabupaten Jember , Jurnal Cendikiawan IImiah PLS, Vol7:1 (2022:). 55.



1. Untuk menjelaskan sebab mengapa perempuan nelayan belum mendapatkan
pemenuhan hak konstitusional dalam mendapatkan Kartu Pelaku Usaha
Perikanan dan Kelautan (KUSUKA) di wilayah pesisir Kabupaten
Pemalang

3. Untuk menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap resiko yang dihadapi

oleh perempuan nelayan ji endapatkan Kartu Pelaku Usaha

Perikanan dan Kela wilayah pesisir Kabupaten

Pemalang

gara_dan dapat member
nal hak. perempuan n eningkatkan
at khususnya nelayan, tuk dijadikan

rensi dalam melakukan

itian ‘ini diharap

perempuan nela
E. Kerangka Teoritik

a. Teori Hak Konstitusional
Hak konstitusional menurut I Dewa Gede Palguna diartikan sebagai

hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik



jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan
dalam konstitusi atau undang-undang maka ia menjadi bagian dari konstitusi
atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib
tunduk dan menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan

terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus

juga berarti pembatasan ter asaan negara.6 Konstitusi sebagai

hukum tertinggi negara al yang fundamental dengan

cakupan isi: pert j ak asasi manusia dan

atu negara yang

ua hak. asasi-adalah i menikmati

untuk berkembang se cita-citanya.

Hak as rupakan hak yang di nusia, sesuai
iawi. Hak asasi yang diangga

hak atas hidup asan (liberty), k.

inilah
yang secara um asasi manusia. Asal-

usul gagasan terkait hak asasi manusiabanyakdiyakini bersumber dari teori

hak kodrati (natural rightstheory). Teori ini dipopulerkan oleh seorang kaum

® I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya
Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), 111.



terpelajar pasca-Renaisans, John Locke, yang dengan perspektifnya, ia
melihat adanya pengalaman buruk dunia internasional tentang pelanggaran
terhadap hak kodrati, melalui peristiwa Holocaust Nazi.?

c. Teori Keadilan Gender

Konsep yang krusial dalam membahas isu-isu perempuan adalah

memahami perbedaan antara kelamin) dan gender. Pembedaan

ini penting karena peran signifikan dalam
mengungkap keti i ialami oleh perempuan.
an gender dan
masyarakat

eh karena_ itu, pema as mengenai

nder_.sangat penting has masalah
Perbedaan gender (ge
r (gender role) yang ser bagai sesuatu

dipersoalkan. Secara i puan dengan

a dapat hamil, melahirkan,

at, pengasuh, d . l ini

analisis gender adalah struktur "ketidakadilan" yang muncul akibat peran

® Dora Kusumastuti, Negara, HAM Dan Demokrasi, UNISRI Press, SBN: 978-623-94743-
7-9, 2020.

® Janu Arbain, Nur Azizah, dan Ika Novita Sari, PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA
AHLI : Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansoer Fakih,
Jurnal SAWWA (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang :2015 ) Volume 11 Nomor 1 hal.
88.
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gender dan perbedaan tersebut. Menurut Mansoer Fakih dalam studi yang
menggunakan analisis gender menunjukkan banyaknya manifestasi
ketidakadilan yang terjadi dalam uraian sebagai berikut :

a. Marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap perempuan sering terjadi,

meskipun tidak semua marginalisasi ini disebabkan oleh ketidakadilan

gender. Namun, dalam a er, yang dipermasalahkan adalah

iskin karena program

n asumsi bahwa

b. i salah satu jenis ke i perempuan,
am rumah tangga dan ak kebijakan
perhatikan kepentinga Contohnya,
hanya pantas bekerja d adar menjadi
ang.

elan negatif) terhadap jenis k

menyebabkan

perempuan, y: litan, pemiskinan, dan

kerugian bagi mereka. Misalnya, keyakinan bahwa laki-laki adalah
pencari nafkah utama membuat pekerjaan perempuan dianggap hanya

sebagai tambahan dan dibayar lebih rendah.
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d. Kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, biasanya perempuan, sering
terjadi akibat perbedaan gender. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik
seperti pemerkosaan dan pemukulan, serta kekerasan yang lebih halus

seperti pelecehan. Banyak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi

karena adanya stereotipe gender.

ah 1a harus

ubungan dan

dengan baik

erempuan, sehingga pe reka menjadi

mempercayai bahwa

enurut Mansour

dua cara, yaitu :

a. Jangka pendek, upaya-upaya aksi dapat dilakukan dengan melibatkan
perempuan agar mereka dapat mengatasi masalah mereka sendiri.

Misalnya, untuk mengatasi marginalisasi perempuan dalam berbagai

1% Mansour Faqih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), 72-77.
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program peningkatan pendapatan, perempuan perlu dilibatkan dalam
program pengembangan masyarakat serta berbagai kegiatan yang
memungkinkan mereka mendapatkan akses untuk ~memperoleh
penghasilan tambahan. Dalam hal subordinasi perempuan, perlu

diupayakan pendidikan dan mengaktitkan berbagai organisasi atau

kelompok. Untuk mengh salah kekerasan, pelecehan, dan
stereotipe terhadap harus mulai memberikan

dan pelecehan agar

lukan untuk

melancarkan

praktis jangka pende

kritis dan_pendidikan enghentikan

r. Upaya. strategis ini dengan studi

masyarakat,

data terkini, terdapat 2.7 juta nelayan di Indonesia dan mayoritas berada di

garis kemiskinan. Nelayan yang masuk dalam kategori ini bukan hanya

nelayan laki—laki, namun juga nelayan perempuan. Berbicara mengenai

Y Mansour Fakih, Pendidikan Popular, Membangun Kesadaran Kritis, h. 154-157.
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nelayan, laki—laki selalu menjadi sentra utama dalam kegiatan perikanan.
Namun pada kenyatannya, di beberapa daerah di Indonesia, kaum
perempuan cenderung memiliki peranan lebih signifikan dibanding laki-
laki, baik di area domestik maupun pada kegiatan produktif yang

berhubungan dengan perikanan. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif melalui pengumpu imer (ke lapangan) dan analisa

data sekunder.Hasil d Para perempuan nelayan di

mereka sebagai
mereka dapat
rguna untuk

12 .
an.””_Persamaan._dari

Sama-sama

nelitiansempiris: yaitu j dengan cara

rimer atau ke lapanga ata sekunder.
itian tersebut membaha

n kesetaran gender sedangka

konstitusional

Stitusional Perempuan Nelayan Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2016 Dan Kaidah Siyasah, persoalan dalam skripsi tersebut adalah Di dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 terdapat pemenuhan hak-hak

2 Ratna Indrawasiha, Lengga Pradipta ” Pergerakan Sosial Perempuan Pesisir dalam
Memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender” Jurnal Satwika : Kajian Ilmu
Budaya dan Ilmu Sosial Vol.5 No.1 (Pusat Masyarakat dan Budaya, LIP,2021) 105
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nelayan.Nelayan disini seharusnya dimaknai sebagai nelayan laki-laki dan
perempuan.Namun,dalam tataran implementasinya perempuan nelayan di
Desa Tegalombo belum mendapatkan haknya sebagaimana dalam peraturan
perundang-undangan. Dalam penelitian tersebut menggunakan jenis

penelitian hukum non-doktrinal yang memakai pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjuk: pemenuhan hak konstitusional

a yang diatur

inkonsistensi

Nomor 7 .tahun 201

dimana ad hak bagi
erikan hak-
tidak diakui

t. Sedangkan

ith kesulitan dalam
mendapatkan kartu nelayan ,sehingga mereka tidak bisa mengakses hak atas
sarana maupun hak atas jaminan perlindungan dan resiko berupan asuransi

perikanan. Jelas, hal ini bukannya menghasilkan suatu kemaslahatan |,
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melainkan melahirkan kemudharatan.*® Persamaan dari penelitian ini sama-
sama membahas mengeai hak kontitusional perempuan nelayan yang belum
terpenuhi dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu yuridis empiris
dimana jenis penelitian dengan cara mengumpulkan data primer atau ke

lapangan dan analisa data sekunder. Perbedaanya jika penelitian tersebut

dihubungkan dengan perspekid iyasah, praktek yang ada di Desa

3. jani 9) dengan skripsi Yy: j erlindungan
empuannelayan dala ng Nomor 7
an dengan prinsip . asi Sebagai
| Manusia. Dalam pene ini nakan jenis

siologis, guna mengetahui a

ungan dari risiko yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan

Petambak Garam, karena mereka bahkan masih kesulitan wuntuk

3 Novika Sari, Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Nelayan Perspektif Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2016 Dan Kaidah Siyasah (Salatiga: Universitas Islam Negeri Salatiga,
2022), 98-101.
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mendapatkan pengakuan sebagai nelayan. Kemudian, Pasal 45 dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagai
satu-satunya Pasal yang secara eksplisit mengatur tentang peran perempuan,

turut mendiskriminasi dan turut mengecilkan peran perempuan nelayan.14

Persamaan dari penelitian -sama membahas mengeai hak

kontitusional perempu terpenuhi dan menggunakan
jenis penelitian 1 idi imana jenis penelitian
dengan car; dan analisa data

kan dengan

an Hak Asasi

penulis akan “ berfok enuhan hak

an nelayan di wilayah p Pemalang.

4. Yasser khry Amin (2023) ber erlindungan

Hukum Dalam Menjamin Keb a Perikanan

daya perikanan

beralih profesi menjadi pembudidaya rumput laut karena dianggap

pendapatan yang didapat lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya

permasalahan keberlanjutan usaha perikanan tangkap. Oleh sebab itu

14 Renatha Inna Anjani, “Perlindungan terhadap hak-hak perempuan nelayan dalam undang-
undang Nomor 7 Tahun 2016 Dikaitkan dengan prinsip Non Diskriminasi Sebagai perwujudan
Hak Asasi Manusia” , (Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum : 2019).
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pemerintah perlu memberikan perlindungan terhadap nelayan untuk
menjamin keberlanjutan usaha perikanan tangkap. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji sumber
bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis menggunakan

metode silogisme dan metode interpretasi yang menggunakan pola berfikir

deduktif. Hasil dari penelitia Pemerintah Pusat dan Daerah perlu

tasi dan bantuan huku i erah, rencana

nelayan perlu “dimuat an daerah.™

litian ini.adalah-sama-s tang hak-hak

apa saj i oleh nelayan menging esar dengan

gah laut. Sedangkan pe penelitian ini

an nelayan dalam penangkap

5. Indrawati,Herdi Syam, Febiola Bukmasena Luturmas (2023) beerjudul

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Mayarakat Pesisir Dalam

> Yasser Arafat dan Fakhry Amin, “Strategi Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam
Menjamin Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap”, DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM
(Universitas Borneo Tarakan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari) Volume 11
Nomor 1 :2023.
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Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, persoalan dalam penelitian tersebut
adalah kurangnya pengetahuan masyarakat wilayah pesisir tentang hak-hak
apa saja yang didapatkan dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Dalam
penelitian tersebut menggunakan jenis pendekatan normatif yang mengkaji

hukum sebagai norma yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Perubahan Atas ang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah P ecil.Hasil dari penelitian ini

indungan hukum bagi

ya pesisir serta

as hak-hak mereka dal
rsebut: memiliki. pem ampir sama
karena 'sama-sama me
arakat di wilayah pesi

lah memberikan peng

esisir dalam pen

wilayah pesisir

G. Metode Penelitian

18 Indrawati, Herdi Syam, Febiola Bukmasena Luturmas, “Perlindungan Hukum Terhadap
Hak-Hak Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir ” Jurnal Maritim, Vol.13
No.2 (KPNK, Kemaritiman, Politeknik Negeri Samarinda ,Teknika, Kemaritiman, Politeknik
Negeri Samarinda 2023)
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1. Jenis Penelitian
Penelitian yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu
pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang merupakan penelitian
hukum dilihat dari realita masyalrakat.17 Sehingga penelitian yuridis empiris

adalah pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat

terhadap hukum dan sebalikn
2. Pendekatan Penelitian
pendekatan yang di
gunakan -undangan yang
terkait alamiah baik
ial, tentang masalah-m dan perilaku-
an manusia_yang. kem dengan kata-
rperincindan tidak dip lui prosedur

Lokasi

jjadikan penelitian yaitu di

konstitusional pe

4. Sumber Data

17 Jonathan Sarwono, Metode Kuantitatif dan Kualitatif edisi 2 (Yogyakarta: Suluh Media
2013), 35.

'8 Endang Purwaningsih, Metode Penelitian Hukum (Bandung : Manjur Maju,2022), 99.

19 Alni Anggito, Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak,2018),



20

Sumber data yang terdapat dari penelitian ini adalah sumber data
meliputi sumber data primer dan sekunder :
a. Data Primer
Data diperoleh saat melakukan studi lapangan dengan melakukan

wawancara terstruktur dengan mengacu pada daftar yang disiapkan

dengan jumlah partisipan terkait dengan masalah penelitian.

. Data Sekunder

penelitian, penelitian ini

engikat baik
gan yang upun tidak

orma-norma dasar, anta

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya

Ikan, dan Petambak Garam.
d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan.
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e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016
tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

f) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha Dan Pelaku

Pendukung Sektor n Perikanan.
2) Bahan Hukum Se

um yang memberikan

ku cetak, jurnal,

um tersier adalah ba ng memberi
ap bahan hukum prime
dan kamus hukum.
ata

a merupakan hal yang
yang
. Maka peneliti

ini menggunakan

a. Observasi
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Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti terjun
langsung ke lapangan untuk mengamati fenomena yang sedang diteliti.
Setelah itu, peneliti dapat menggambarkan masalah yang terjadi dan
mengaitkannya dengan teknik pengumpulan data lainnya, seperti

kuesioner atau wawancara. Hasil yang diperoleh dari observasi kemudian

dihubungkan dengan teori itian sebelumnya.20

b. Wawancara

antara peneliti dengn

g dan.perempuan. nela i esisir secara

endapatkan informasi te menuhan hak

mpuan nelayan di Kabupaten

laporan, surat, arsip, foto, atau bahkan materi digital. Dalam studi

dokumen, peneliti menganalisis konten yang ada untuk mengidentifikasi

makna, pola, atau informasi penting yang dapat menjawab pertanyaan

20 Svafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Yogyakarta : 2021), 31.
2! Basilius Raden Werang, Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial (Yogyakarta:
Calpulis 2018), 119.
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penelitian. Proses ini sering digunakan untuk memahami latar belakang,

konteks, atau tujuan dokumen, serta untuk mendapatkan data dari sumber

yang tidak langsung atau tidak dapat diakses melalui observasi dan
22

wawancara.

6. Teknik Analisi Data

Analisis data juga bisa an sebagai proses untuk merubah
data hasil dari sebuah iti i sebuah informasi yang bisa
digunakan untuk i simpulan.23 Penelitian
induktif

membentuk

Metode ini

temuan yang mun

tan "bottom-up,". di emulai dari
kemudian bergerak m i gagasan yang

n ini sering diterapkan sploratif atau

banyak diteliti sebelu

H. Sistematika Penuli

22 Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif” , Fakultas
Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Wacana Volume XIII No.2, Juni
2014.

2 Solimun, Armanu, “Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem” (Malang :
Ubpress , 2020).

2% John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods
Approaches (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), 65-67.
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Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu
sebagaimana berikut ini :

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi latarl belakang lmasalah,
rumusanl masalah, tujuanl penelitian, kegunaanl penelitian, kajianl teori,

metodel penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan land yang berisi pembahasan tentang

teori negara kesejahteraa ja, konsep hak konstitusional,

emeunuhan hak

nelayan di

analisis dari _hasil.peneli pemeunuhan

uan nelayan dalam m nelayan di

wilayah pe Pemalang.

penutup yang memua saran yang

ilengkapi dengan



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Belum terpenuhinya hak konstitusional perempuan nelayan dalam

memperoleh Kartu KUSUKA djg wilayah pesisir Kabupaten Pemalang

disebabkan oleh kombinasi is, politis, dan sosiologis. Secara

yuridis, belum ada iik yang menjamin akses

rang diperhatikan dal
usus mereka belum tera
erti stereotip. gender d an ekonomi
membatasi perempu

iri. Pemerintah perlu itmen politis

haknya secara

2. Akibat hukum yang didapatkan perempuan nelayan dari pemenuhan hak
konstitusional perempuan nelayan dalam mendapatkan Kartu Pelaku Usaha
Perikanan dan Kelautan (KUSUKA) di wilayah pesisir Kabupaten
Pemalang Ketiadaan Kartu KUSUKA bagi perempuan nelayan di wilayah

pesisir Kabupaten Pemalang berdampak pada berbagai aspek penting,

25
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seperti akses terhadap asuransi, bantuan pemerintah, dan pengakuan hukum
sebagai pelaku usaha perikanan yang sah. Tanpa KUSUKA, mereka tidak
dapat memperoleh perlindungan asuransi dari risiko kerja, kehilangan
kesempatan untuk mendapatkan bantuan subsidi, pelatihan, serta berpotensi

terpinggirkan dalam perencanaan kebijakan pesisir yang berbasis data

emperparah ketidakadilan gender

ningkatkan sosialisasi akses untuk

perlu diperhatikan, te mpuan yang

n, agar mereka mendap sama seperti

negara khususnya

pemenuhan hak dalam mendapatkan
Kartu KUSUKA di Wilayah Pesisir Kabupaten Pemalang.

3. Di harapkan berguna bagi pengambil keputusan terkait dengan pemenuhan

hak konstitusional perempuan nelayan dalam mendapatkan Kartu KUSUKA

di Wilayah Pesisir Kabupaten Pemalang.
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4. Di harapkan mampu menjadi pedoman dasar, tolak ukur dan landasan untuk
penelitian selanjutnya yang behubungan dengan pemenuhan hak
konstitusional perempuan nelayan dalam mendapatkan Kartu KUSUKA di
Wilayah Pesisir Kabupaten Pemalang pada mahasiswa program studi hukum

tata negara.

—~\vf
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Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Pak Kiswoyo, selaku Kaur TU dan pelayanan umum

Desa Ketapang Pada Rabu, 10 September 2024, Pukul 11.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Bapak Saeroni selaku Kaur TU dan Pelayanan Umum
Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang pada tanggal 1 Oktober
2024, Pukul 10.00 WIB.


https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8026958/dinas-perikanan/standar-pelayanan-pembuatan-kartu-kusuka?download=true
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https://satudata.pemalangkab.go.id/detail/dataset/e0662707-2d45-4873-b6c2-7ef1f4612712
https://id.wikipedia.org/wiki/Mojo,_Ulujami,_Pemalang
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Hasil wawancara dengan ibu Khasanah pada Kamis, tanggal 12 September 2024
pukul 14.00 WIB

Hasil wawancara dengan ibu Surati pada Kamis, tanggal 12 September 2024
pukul 15.00 WIB.
Hasil wawancara dengan ibu Kustanti pada Kamis, tanggal 12 September 2024

pukul 16.00 WIB.

Hasil wawancara dengan ibu Anik p is, tanggal 12 September 2024 pukul
16.30 WIB

Hasil wawancara dengan [ 30 September 2024 pukul
15.00 WIB.
Hasil wawancara i i ber 2024 Pukul
15.50 WIB.
Hasil wawan r 2024 Pukul

15.30 WIB.

Hasil Wawan pukul 16.00

WIB.

Sumirah Pada tanggal

Hasil Wawan Kastumi Pada tanggal 1 ukul 16.30

WIB.

Hasil wawan Duryitno selaku Kepal esa Mojo

Kecamatan Ulujami Ka en Pemalang, pada hari tanggal 1 Oktober

Wawancara dengan De wati, Bidang Pe

pukul 09.00 WIB.
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